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BAB VI 

SARAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. yang 

dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018 sampai 7 September 2018, antara lain: 

1. Implementasi CPOB yang telah dilaksanakan oleh PT MSD Pharma 

Tbk. dipertahankan dan selalu up to date dengan informasi baru untuk 

masa yang akan datang dan juga kesadaran karyawan dalam 

menjalankan peraturan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

2. Kerjasama antara PT MSD Pharma Tbk., dengan Fakultas Farmasi 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat selalu 

berjalan dengan baik sehingga mahasiswa calon Apoteker bisa tetap 

mendapat kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai 

tanggung jawab Apoteker¸ membandingkan teori dengan kenyataan 

kerja di lapangan serta penerapan CPOB dalam Industri Farmasi. 

3. Pemberian materi dalam bentuk perkuliahan dan pengamatan, disertai 

pemberian tugas atau pelatihan secara langsung pada departemen 

tertentu dengan tetap didampingi oleh personel yang telah terkualifikasi 

dan bertanggung jawab telah tepat. Namun diharapkan pelatihan 

langsung di departemen dilakukan sejak awal PKP sehingga apabila ada 

perubahan jadwal pemberian materi, peserta PKP dapat membantu 

departemen khusus dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. 

4. Secara keseluruhan pelaksanaan PKPA ini sudah sangat baik dan begitu 

banyak ilmu yang didapatkan oleh calon Apoteker. 
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